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ABSTRAK 

Aulia Safitri (M011191230). Pengaruh Perhutanan Sosial terhadap Perubahan 

Penutupan Lahan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Bila dan Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Ajatappareng di bawah bimbingan Syamsu Rijal dan 

Munajat Nursaputra. 

 

 

 

Kondisi yang terjadi pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bila dan 

KPH Ajatappareng telah mengalami perubahan fungsi kawasan hutan yang 

diakibatkan adanya penggunaan lahan. Kondisi tersebut mengakibatkan kedua 

KPH mengalami konversi penutupan hutan yang dominan menjadi pertanian lahan 

kering campur. Dengan adanya kebijakan perhutanan sosial (PS) pada kedua 

kawasan KPH, dapat dijadikan salah satu upaya dalam mengatasi kerusakan dan 

mengurangi tekanan terhadap hutan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini 

perlu dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh PS terhadap perubahan 

penutupan lahan yang ditujukan sebagai upaya untuk meminimalisir hal tersebut 

terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan penutupan lahan, 

membandingkan perubahan penutupan lahan berdasarkan skema PS, dan 

mengidentifikasi faktor penyebab dari perubahan penutupan lahan pada areal 

persetujuan PS di KPH Bila dan KPH Ajatappareng.  Metode yang digunakan untuk 

mengidentifikasi dan membandingkan perubahan penutupan lahan dilakukan 

dengan menginterpretasi citra landsat 7 tahun 2000 (sebelum diberikan izin PS) dan 

citra landsat 8 tahun 2015 hingga tahun 2023 (setelah diberikan izin PS), serta 

wawancara singkat secara tidak terstruktur untuk mengidentifikasi faktor penyebab 

dari perubahan penutupan lahan. Berdasarkan hasil penelitian, yang mengalami 

perubahan penutupan lahan paling signifikan adalah meningkatnya hutan kerapatan 

rendah dari tahun diberikan izin hingga tahun 2023. Hutan kerapatan rendah 

mengalami peningkatan pada izin PS di KPH Bila dari 304,32 ha menjadi 701,51 

ha, sedangkan pada izin PS di KPH Ajatappareng dari 401,44 ha menjadi 840,12 

ha. Hasil perbandingan memperlihatkan bahwa skema hutan kemasyarakatan 

(HKm) lebih berpengaruh pada KPH Bila dikarenakan lebih mengalami 

peningkatan penutupan lahan hutan dibandingkan dengan skema hutan desa (HD). 

Sedangkan, skema HD lebih berpengaruh pada KPH Ajatappareng dikarenakan 

lebih mengalami peningkatan penutupan lahan hutan dibandingkan dengan skema 

HKm. Adanya kegiatan penanaman, pengelolaan hutan terencana, serta 

pengamanan hutan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan penutupan 

lahan. Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk serta adanya perambahan dan 
pembukaan lahan hutan oleh oknum memberikan dampak negatif yang 

mengakibatkan berkurangnya luasan penutupan hutan. 

 

 

Kata Kunci: Perhutanan Sosial, Penutupan Lahan, KPH Bila, KPH Ajatappareng 
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ABSTRACT 

Aulia Safitri (M011191230). The Influence of Social Forestry on Land Cover 

Changes in the Bila Forest Management Unit and the Ajatappareng Forest 

Management Unit under the guidance of Syamsu Rijal and Munajat 

Nursaputra. 

 

 

 

The conditions that occur in the Bila Forest Management Unit (KPH) and the 

Ajatappareng Forest Management Unit areas have experienced changes in the 

function of forest areas due to land use. These conditions resulted in the two KPHs 

experiencing conversion of dominant forest cover to mixed dry land agriculture. 

With the existence of a social forestry (SF) policy in both KPH areas, it can be used 

as an effort to overcome damage and reduce pressure on forests. Based on these 

conditions, this research needs to be carried out to identify the influence of SF on 

changes in land cover which is intended as an effort to minimize this from 

happening. This research aims to identify changes in land cover, compare changes 

in land cover based on the SF scheme, and identify the causal factors of changes in 

land cover in the SF approval area in KPH Bila and KPH Ajatappareng. The method 

used to identify and compare land cover changes was carried out by interpreting 

landsat image 7 in 2000 (before being granted a SF permit) and landsat image 8 in 

2015 to 2023 (after being granted a SF permit), as well as short unstructured 

interviews to identify causal factors. from changes in land cover. Based on the 

research results, the most significant change in land cover was the increase in low 

density forest from the year the permit was granted until 2023. Low density forest 

experienced an increase in SF permits in KPH Bila from 304.32 ha to 701.51 ha, 

while in PS permits in KPH Ajatappareng from 401.44 ha to 840.12 ha. The 

comparison results show that the community forest scheme (HKm) has more 

influence on KPH Bila because there has been a greater increase in forest land cover 

compared to the village forest scheme (HD). Meanwhile, the HD scheme had more 

influence on the Ajatappareng KPH because it experienced a greater increase in 

forest land cover compared to the HKm scheme. The existence of planting 

activities, planned forest management, and forest security can be factors causing 

changes in land cover. Apart from that, the increase in population and the 

encroachment and clearing of forest land by individuals have had a negative impact 

resulting in a reduction in the area of forest cover. 

 

 

Keywords: Social Forestry, Land Cover, KPH Bila, KPH Ajatappareng 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laju kerusakan hutan di Indonesia sangat dinamis, dimana pada tahun 2000 

angka laju deforestasi yaitu 2 juta hektar (ha) per tahun, pada periode 2000-2009 

sebesar 1,5 juta ha per tahun, pada periode 2009-2013 sebesar 1,1 juta ha per tahun, 

dan pada periode 2013-2017 sebesar 1,47 juta per tahun. Pada tahun 2017, Sulawesi 

berada di posisi ketiga dengan tingkat deforestasi tertinggi. Deforestasi adalah 

kegiatan konversi lahan hutan ke bukan hutan yang dilakukan secara langsung oleh 

aktivitas manusia (Forest Watch Indonesia, 2019). Sementara itu, degradasi hutan 

merupakan bagian dari adanya deforestasi. Degradasi hutan juga merupakan 

perubahan kelas tutupan hutan (seperti dari hutan ke belukar) yang disertai dengan 

penurunan kapasitas produksi. Beberapa penyebab degradasi hutan adalah 

eksploitasi hutan, perambahan hutan, pengambilan kayu bakar, penebangan kayu, 

kebakaran hutan, penggembalaan atau perladangan (Köhl et al., 2009). 

Kondisi yang terjadi di kawasan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan 

Hutan (KPH) Bila telah mengalami perubahan fungsi kawasan hutan yang 

diakibatkan adanya penggunaan lahan. Kegiatan masyarakat dalam 

mengalihfungsikan kawasan hutan merupakan salah satu faktor penyebab 

terjadinya deforestasi. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya konversi hutan 

yang dominan dengan pertanian lahan kering campur. Peningkatan jumlah 

penduduk sangat berpengaruh terhadap perubahan tersebut dikarenakan kebutuhan 

akan lahan semakin meningkat dan tingginya interaksi masyarakat dalam bentuk 

aktivitas pertanian dan perkebunan (Dahlan et al., 2021). Pada wilayah KPH 

Ajatappareng juga telah mengalami perubahan fungsi kawasan hutan yang 

mengakibatkan terjadinya konversi hutan yang dominan dengan pertanian lahan 

kering campur. Adanya perambahan yang tidak mendukung upaya kelestarian dan 

diakibatkan karena kondisi masyarakat sekitar hutan yang memiliki lahan kelola 

minim sehingga sangat bergantung pada sumberdaya lahan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya (Kaskoyo et al., 2014). 
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Pembangunan KPH ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan perlunya 

unit pengelolaan hutan di tingkat tapak dan organisasi pengelolanya untuk 

mencapai kelestarian (Kartodihardjo et al., 2011). KPH Bila dan KPH Ajatappareng 

merupakan KPH yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. KPH Bila mencakup 

wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kota Parepare. Sedangkan, KPH 

Ajatappareng mencakup wilayah Kabupaten Barru. Berdasarkan data Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan tahun 2003, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki 

lahan kritis di dalam kawasan hutan sebesar 30.034 ha. Selain itu, berdasarkan data 

yang telah dikumpulkan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) terdapat 

pertambangan di sungai Kecamatan Bila Riase Kabupaten Sidenreng Rappang yang 

telah dilakukan sejak tahun 2008 hingga 2019 dan telah mengakibatkan kerusakan 

pada Sungai Bila. Bukan hanya itu, kegiatan tambang itu juga telah merusak 

perkebunan warga sekitar. Disebutkan juga telah mengakibatkan 5 orang meninggal 

dunia di lokasi pertambangan tersebut (Samad, 2021). Sedangkan, berdasarkan data 

Dinas Kehutanan Barru tahun 2014, Kabupaten Barru memiliki lahan kritis dalam 

kawasan hutan sebesar 31.546 ha. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian 

ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh perhutanan sosial terhadap 

perubahan penutupan lahan yang ditujukan sebagai upaya untuk meminimalisir hal 

tersebut terjadi. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat 

setempat, yaitu melalui Perhutanan Sosial (PS). Seperti yang disebutkan pada 

Peraturan Menteri (Permen) LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10 Tahun 

2016 bahwa Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang 

dilaksanakan pada kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang 

dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku 

utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika 

sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), 

Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan 

(Susilo & Nairobi, 2019). Dengan mengalokasikan lahan untuk program PS dan 

memberikan akses kepada masyarakat dalam mengelola hutan diharapkan akan 

mengurangi tekanan terhadap hutan. Penelitian terkait pengaruh perhutanan sosial 

terhadap perubahan penutupan lahan dilakukan untuk mengidentifikasi apakah 
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harapan dari penerapan perhutanan sosial ini berjalan sesuai dengan tujuan skema 

perhutanan sosial terhadap perubahan penutupan lahan pada KPH Bila dan KPH 

Ajatappareng. 

Tingginya tingkat kerusakan kawasan hutan disebabkan oleh perambahan 

hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal Ini disebabkan karena ruang kelola 

masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat kecil sehingga menjadi faktor 

penyebab meningkatnya konflik lahan. Masyarakat sekitar hutan atau yang 

kehidupannya tergantung dari sumberdaya hutan dan lahan kurang mendapat 

perhatian sehingga tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar hutan semakin 

meningkat yang memicu perambahan kawasan hutan (Nurfatriani & Alviya, 2019). 

Permasalahan tersebut menyebabkan deforestasi, termarjinalkannya hak-hak 

masyarakat, dan kemiskinan. Selanjutnya Kim et al. (2016) menyatakan bahwa 

untuk mencapai pengelolaan sumberdaya alam yang efektif harus 

mempertimbangkan partisipasi masyarakat. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat 

merupakan salah satu pendekatan untuk meningkatkan mata pencaharian 

masyarakat serta memperbaiki kondisi sumberdaya alam tempat mereka 

bergantung. Dengan mengembangkan jenis tanaman seperti agroforestri dapat 

memberikan keuntungan baik secara ekologi maupun ekonomi. Pelibatan 

masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hutan melalui pengelolaan 

yang berkelanjutan, juga tata kelola kehutanan melalui institusi pengelola 

sumberdaya alam yang efektif. 

Perubahan penutupan lahan yang terjadi pada wilayah izin perhutanan sosial  

KPH Bila dan KPH Ajatappareng akan berpengaruh terhadap tata kelola kawasan 

hutannya. Maka dari itu, dilakukan identifikasi perubahan penutupan lahan pada 

penelitian ini dengan pemanfaatan penginderaan jauh dan sistem informasi 

geografis yang dilakukan untuk menganalisis pengaruh dengan adanya perhutanan 

sosial terhadap perubahan penutupan lahan yang terjadi pada wilayah izin 

perhutanan sosial di KPH Bila dan KPH Ajatappareng. Adapun data yang akan 

diperoleh dari penelitian ini akan menghasilkan perubahan penutupan lahan izin 

perhutanan sosial dari tahun sebelum diberikan izin hingga tahun 2023. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat 

perubahan penutupan lahan yang terjadi pada wilayah kerja izin perhutanan sosial 
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sehingga dapat mengetahui pengaruh perhutanan sosial terhadap perubahan 

penutupan lahan di KPH Bila dan KPH Ajatappareng. 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi perubahan penutupan lahan pada beberapa skema 

perhutanan sosial pada kawasan KPH Bila dan KPH Ajatappareng. 

2. Membandingkan perubahan penutupan lahan berdasarkan skema 

perhutanan sosial pada kawasan KPH Bila dan KPH Ajatappareng. 

3. Mengidentifikasi faktor penyebab dari perubahan penutupan lahan pada 

areal persetujuan perhutanan sosial di KPH Bila dan KPH Ajatappareng. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan 

informasi mengenai perubahan penutupan lahan dari ditetapkannya skema 

perhutanan sosial pada kawasan KPH Bila dan KPH Ajatappareng, serta sebagai 

dasar pertimbangan dalam pengelolaan kawasan hutan yang memiliki izin 

perhutanan sosial. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perhutanan Sosial 

Peraturan Menteri (Permen) LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10 

Tahun 2016 mengatur dan menjelaskan mengenai perhutanan sosial. Adapun 

sasarannya, yaitu: pertama, pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, 

kemitraan dan hutan pada bidang perhutanan sosial. Kedua, menyelesaikan masalah 

tenurial dan keadilan bagi masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat, yang 

berada di dalam atau sekitar kawasan hutan. Singkatnya, Permen ini mengarah pada 

rakyat sejahtera, tetapi hutan harus juga lestari (Susilo & Nairobi, 2019). 

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan alokasi lahan untuk 

pengelolaan masyarakat melalui program PS dengan luas 12,7 juta ha. Sasaran dari 

PS ini merupakan komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(KLHK) sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Selain itu, kebijakan ini 

merupakan dukungan nyata bagi KLHK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mengentaskan kemiskinan pedesaan di sekitar kawasan hutan, 

menyelesaikan konflik tenurial, dan aktif melibatkan masyarakat untuk menjaga 

dan meningkatkan kawasan hutan yang dikelolanya. Namun demikian, fakta di 

lapangan menunjukkan bahwa pembukaan ruang bagi masyarakat untuk terlibat 

dalam pengelolaan hutan tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. 

Implementasi kebijakan yang diharapkan dapat memulihkan fungsi hutan belum 

bisa mengatasi masalah dalam pengelolaan hutan (Nurfatriani & Alviya, 2019). 

Kebijakan program PS merupakan implikasi dari hasil perubahan paradigma 

atau cara pandang masyarakat global dalam sistem pengelolaan hutan secara 

konvensional yang cenderung berpandangan bahwa hutan hanya kayu dan sebagai 

habitat untuk fauna dengan menegasikan keberadaan masyarakat desa di sekitar 

atau dalam hutan. Mereka yang hidup, berinteraksi, dan bergantung pada hutan 

sebagai satu kesatuan ekosistem yang pada dasarnya tidak dapat terpisahkan. 

Paradigma lama ini berujung pada degradasi hutan dan kemiskinan struktural 

masyarakat sekitar hutan (Agusti et al., 2019). 
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Perhutanan sosial bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, 

dan ketimpangan dalam pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan. Pemberian 

akses legal kepada masyarakat setempat dalam bentuk pengelolaan hutan desa, izin 

usaha hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan atau 

pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat dimaksudkan untuk 

memberikan kesejahteraan masyarakat dan konservasi sumber daya hutan. Hasil 

kajian tentang pemberian program perhutanan sosial kepada masyarakat yang 

tinggal di kawasan hutan menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian 

kepada masyarakat yang tinggal di kawasan hutan tersebut, sebab hampir seluruh 

masyarakat yang tinggal di sekitar hutan berpenghasilan rendah dan diindikasi 

sebagai pihak yang merusak hutan (Agusti et al., 2019). 

2.2 Skema Perhutanan Sosial 

Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial  dijelaskan 

bahwa Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan 

dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh 

Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk 

meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial 

budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, 

Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.  

2.2.1. Hutan Desa 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menjelaskan bahwa 

Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum 

dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. 

Persetujuan Pengelolaan HD adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada 

Lembaga Desa untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan 

Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi. 

Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan 

dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Pemohon yang dapat mengajukan hak 
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pengelolaan HD adalah satu atau beberapa lembaga desa yang dapat berbentuk 

koperasi desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), jika disetujui 

permohonannya akan terbit hak pengelolaan hutan desa (HPHD) sebagai bentuk 

pengakuan dari pemerintah terhadap masyarakat untuk mengelola hutan tersebut. 

Adapun fungsi hutan yang dapat menjadi hutan desa adalah hutan produksi dan 

hutan lindung (Firdaus, 2018). 

2.2.2. Hutan Kemasyarakatan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menjelaskan bahwa 

Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah kawasan hutan 

yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. 

Persetujuan Pengelolaan HKm adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri 

kepada perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi 

Masyarakat Setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada 

kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi. 

Pihak yang dapat menjadi pemohon untuk HKm ini adalah ketua kelompok 

masyarakat, ketua gabungan kelompok tani hutan, dan ketua koperasi. Pemohon 

yang disetujui permohonannya kemudian akan mendapatkan izin usaha 

pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm). Adapun fungsi hutan yang dapat 

menjadi obyek HKm adalah hutan produksi dan hutan lindung (Firdaus, 2018). 

2.2.3. Hutan Tanaman Rakyat 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menjelaskan bahwa 

Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman 

pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk 

meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem 

silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Persetujuan 

Pengelolaan HTR adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada kelompok 

tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi tani hutan, profesional 

kehutanan atau perorangan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil 

hutan ikutannya pada kawasan Hutan Produksi dengan menerapkan teknik 
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budidaya tanaman (silvikultur) yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian 

sumber daya hutan. 

Pihak yang dapat memohonkan HTR adalah perorangan (petani hutan), 

kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi petani hutan, 

maupun perorangan yang bekerja sama dengan masyarakat setempat. Pemohon 

yang dikabulkan permohonannya akan mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil 

hutan kayu-hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR) (Firdaus, 2018). 

2.2.4. Hutan Adat 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menjelaskan bahwa 

Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. 

Dalam perhutanan sosial, pengertian hutan adat sedikit berbeda dengan 4 

(empat) skema perhutanan sosial lainnya (HD, HTR, HKm, dan KK) karena hutan 

adat bukan berada di dalam kawasan hutan negara, tetapi berada di dalam hutan 

hak. Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum 

adat. Artinya pengelolaan hutan secara penuh ada di tangan masyarakat hukum 

adat. Hutan adat dapat berupa kawasan hutan dengan fungsi apapun, baik itu 

produksi, lindung, maupun konservasi (Firdaus, 2018). 

2.2.5. Kemitraan Kehutanan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menjelaskan bahwa 

Persetujuan Kemitraan Kehutanan adalah persetujuan kemitraan yang diberikan 

kepada pemegang perizinan berusaha Pemanfaatan Hutan atau pemegang 

persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/Masyarakat untuk 

memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi. 

Kemitraan Kehutanan (KK) adalah kerja sama antara masyarakat setempat 

dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin 

pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. 

Kemitraan atau kerja sama ini dapat dilakukan di semua jenis hutan, baik itu hutan 

produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi (Firdaus, 2018). 
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2.3 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah kawasan pengelolaan hutan 

sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan 

lestari. KPH telah ditunjuk secara khusus sebagai instrumen utama untuk 

mereformasi sektor kehutanan dalam negeri dan meningkatkan pengelolaan hutan 

di Indonesia (Sahide et al., 2016). Secara konseptual, pembangunan KPH diyakini 

sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pengelolaan hutan di Indonesia. Namun 

kebijakan KPH belum sepenuhnya diakui oleh semua stakeholders sehingga 

berimplikasi pada operasional di lapangan. KPH diharapkan dapat menjalankan 

fungsi-fungsi publik dan sekaligus fungsi privat (bisnis) (Ekawati et al., 2018). 

Keberadaan KPH menjadi kebutuhan Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

sebagai “pemilik” sumber daya hutan di bawah peraturan undang-undang, dimana 

hutan berada dalam penguasaan negara dan harus dikelola secara lestari. Dalam 

prakteknya, pelaksanaan pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh KPH tidak 

mengeluarkan izin pemanfaatan hutan, melainkan melakukan pengelolaan hutan 

sehari-hari, termasuk pengawasan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh 

pemegang izin (Kartodihardjo et al., 2011). 

Menurut (Suprianto, 2012) beberapa manfaat KPH bagi pemerintah pusat 

adalah : 

a. Mengurangi rentang kendali dalam pengelolaan kawasan hutan bagi pengelola 

pada tingkat tapak. 

b. Menjelaskan peran pembuat kebijakan dengan pengelola kawasan. 

c. Kemudahan pengembangan sektor kehutanan karena ketersediaan 

data/informasi yang detail di lapangan. 

d. Memberikan perlindungan dalam menangani rehabilitasi hutan dan reklamasi 

melalui pengumpulan data, pemeliharaan, perlindungan, monitoring, dan 

evaluasi yang lebih intensif. 

e. Mengurangi perambahan, illegal logging dan tindak pidana lainnya di bidang 

kehutanan dengan adanya pengelola di lapangan. 

f. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya hutan. 
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g. Mengurangi emisi global serta meningkatkan stok karbon dengan mengurangi 

laju deforestasi, mencegah degradasi hutan dan menjaga kualitas ekosistem 

hutan. 

2.4 Tutupan Lahan 

Tutupan lahan merupakan kenampakan material fisik permukaan bumi. 

Tutupan lahan dapat menggambarkan keterkaitan antara proses alami dan proses 

sosial. Selain itu, tutupan lahan juga menyediakan informasi yang sangat penting 

untuk keperluan dalam pemodelan serta memahami fenomena alam yang terjadi di 

permukaan bumi.  Keakuratan informasi tutupan lahan merupakan salah satu faktor 

penentu dalam meningkatkan kinerja dari model-model ekosistem, hidrologi, dan 

atmosfer (Sampurno & Thoriq, 2016). 

Tutupan lahan adalah perwujudan secara fisik (visual) dari vegetasi, objek 

alam, dan sensor budaya yang ada di permukaan bumi terlepas dari aktivitas 

manusia pada objek tersebut. Definisi tutupan lahan (land cover) sangat penting 

karena penggunaannya yang sering dikaitkan dengan istilah penggunaan lahan 

(land use) (Syahbana, 2013). Tutupan lahan mengacu pada jenis kenampakan di 

permukaan bumi, seperti bangunan, danau, dan vegetasi, sedangkan penggunaan 

lahan berkaitan dengan aktivitas manusia pada objek tersebut (Akbari, 2014). 

2.5 Faktor Terjadinya Perubahan Penutupan Lahan 

Suatu wilayah yang mengalami perkembangan fisik dapat mengakibatkan 

terjadinya perubahan lahan dari lahan kosong menjadi lahan terbangun, sehingga 

mengakibatkan luas lahan kosong semakin berkurang dan luas lahan terbangun 

semakin bertambah. Seiring berjalannya waktu, permasalahan tersebut diakibatkan 

dari bertambahnya jumlah penduduk pada setiap wilayah sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan mengalami perubahan lahan kosong menjadi sektor yang dibutuhkan 

masyarakat, seperti industri barang dan jasa atau bahkan permukiman 

(Pahleviannur, 2019). 

Perubahan penggunaan lahan dari vegetasi menjadi non-vegetasi, seperti 

hutan menjadi pemukiman dapat digunakan untuk mengubah jumlah sinar matahari 

yang dapat diserap oleh permukaan tanaman, selain itu juga merupakan salah satu 
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penyebab perubahan iklim global (Derajat et al., 2020). Perubahan tutupan lahan 

merupakan salah satu fenomena dinamika masyarakat yang bergerak cepat karena 

tuntutan kebutuhan dan pengaruh interaksi antar daerah. Fenomena perubahan 

tutupan lahan antara lain adalah meningkatnya pemukiman penduduk, kurangnya 

areal persawahan atau daerah resapan air hujan yang mengalami perubahan fungsi. 

Perubahan penggunaan lahan berdampak langsung pada perubahan penutupan 

lahan. Memahami penggunaan lahan dan penutupan lahan penting untuk berbagai 

perencanaan dan pengelolaan yang berkaitan dengan permukaan bumi (Akbari, 

2014). 

Perubahan penggunaan lahan umumnya dapat diamati dengan 

menggunakan data spasial dari peta penggunaan lahan dari titik tahun yang berbeda. 

Data penginderaan jauh seperti citra satelit, radar, dan foto udara sangat berguna 

untuk memantau perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan 

meliputi konversi penggunaan lahan ke penggunaan lahan lain atau pada 

penggunaan lahan yang sudah ada. Penggunaan lahan saling berhubungan dengan 

aktivitas manusia pada bidang lahan tertentu. Informasi penggunaan lahan dapat 

dikenali secara langsung dengan menggunakan penginderaan jauh yang sesuai. 

Informasi tentang aktivitas manusia pada lahan tidak selalu dapat ditafsirkan secara 

langsung dari penutupan lahannya (Putri, 2017). 

2.6 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem informasi geografis merupakan komponen yang terdiri dari 

perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumberdaya manusia yang 

secara efektif bekerjasama untuk memasukkan, menyimpan, meningkatkan, 

memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan 

menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis (Lestari & Arsyad, 

2018). 

Kebutuhan akan teknologi penginderaan jauh beserta dengan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) untuk tujuan pemantauan menjadi sangat penting, 

terutama jika dikaitkan dengan pengumpulan data yang cepat dan akurat. Selain itu, 

pengumpulan data dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh dapat 

mengurangi atau bahkan menghilangkan pengaruh subjektivitas. Mengingat luas 
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dan keragaman wilayah Indonesia, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, 

aplikasi penginderaan jauh dan SIG sangat sesuai. Kedua teknologi tersebut dapat 

dikaitkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal pengumpulan data, 

pengolahan data, analisis data, dan menyediakan informasi spasial secara terpadu 

(Lestari & Arsyad, 2018). 

2.7 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

tentang suatu objek, area, atau fenomena dengan menganalisis data yang diperoleh 

tanpa kontak langsung dengan objek, area, atau fenomena yang diteliti. Konsep 

dasar penginderaan jauh terdiri atas beberapa elemen atau komponen, antara lain 

sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dengan objek di permukaan bumi, sensor, 

sistem pengolahan data, dan berbagai penggunaan data (Akbari, 2014). Sedangkan, 

menurut beberapa ahli seperti Rees, 2001, penginderaan jauh diartikan sebagai 

proses untuk memperoleh informasi tentang suatu objek tanpa kontak fisik 

langsung dengan objek tersebut. Selain itu, menurut Lindgren, 1985 

mengungkapkan bahwa penginderaan jauh adalah teknik yang dikembangkan untuk 

memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi, dengan informasi tersebut 

secara khusus berupa radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan 

dari permukaan bumi (Putri, 2017). 

Sistem penginderaan jauh membutuhkan sumber tenaga baik alamiah 

maupun buatan. Tenaga yang dimaksud berupa spektrum elektromagnetik yang 

meliputi spektra kosmis, gamma, sinar x, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, 

gelombang mikro dan gelombang radio. Jumlah 6 total seluruh spektrum disebut 

spektrum elektromagnetik. Dalam dunia penginderaan jauh, terdapat dua jenis 

sistem tenaga pada wahana, yaitu sistem pasif dan sistem aktif (Akbari, 2014). 

a. Sistem Pasif. Pada wahana yang menggunakan sistem pasif, sumber tenaga 

utama yang dibutuhkan satelit berasal dari sumber lain yang tidak terintegrasi 

ke dalam wahana. Sumber tenaga yang dimaksud biasanya adalah energi yang 

berasal dari matahari. Beberapa wahana yang menggunakan sistem ini adalah 

Aster, Landsat, SPOT, NOAA, MODIS dan lainnya (Akbari, 2014). 
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b. Sistem Aktif. Pada wahana yang menggunakan sistem pasif, sumber tenaga 

utama yang dibutuhkan oleh wahana menggunakan tenaga elektromagnetik 

yang dihasilkan oleh sensor radar (radio detecting and ranging) yang 

terintegrasi pada wahana tersebut. Beberapa wahana yang menggunakan sistem 

ini adalah Radarsat, JERS, ADEOS dan lainnya (Akbari, 2014). 

Remote Sensing (penginderaan jauh) telah banyak digunakan secara luas 

untuk berbagai keperluan, contohnya dalam hal biologi, pertanian, kelautan, 

pertambangan, dan sebagainya. Penginderaan jauh merupakan salah satu metode 

untuk menghasilkan informasi mengenai suatu objek, areal atau fenomena 

geografis melalui analisa data yang dihasilkan oleh sensor (Indarto & Faisol, 2009). 

Teknik penginderaan jauh  dapat menghasilkan informasi berupa tutupan 

lahan terbaru dalam bentuk peta. Penginderaan jauh sudah lama menjadi sarana 

yang penting dan efektif dalam monitoring tutupan lahan dengan kemampuannya 

dalam menyediakan informasi mengenai keragaman spasial di permukaan bumi 

dengan luas, cepat, tepat, serta mudah. Sumber data penginderaan jauh merupakan 

faktor penting dalam keberhasilan klasifikasi tutupan lahan. Data satelit Landsat 

biasanya digunakan dalam penginderaan jauh untuk klasifikasi tutupan lahan, 

dengan demikian peta tutupan lahan terbaru dapat diperoleh dengan mudah. 

Berdasarkan keterbaruan data, dibandingkan dengan informasi dari instansi 

pemerintah yang terkait, informasi yang diperoleh melalui penginderaan jauh 

dinilai lebih baik. Melalui penginderaan jauh, data satelit yang digunakan dapat 

berupa data hasil perekaman yang paling baru (Sampurno & Thoriq, 2016).  

2.8 Citra Landsat 

Landsat (Land Satellites) merupakan program tertua dalam observasi bumi 

yang dikembangkan oleh NASA Amerika Serikat. NASA membuat satelit Landsat 

Data Continuity Mission (LDCM). Awal disediakannya satelit ini sejak tanggal 30 

Mei 2013 dengan produk citra open access, menandai perkembangan baru dunia 

antariksa. NASA kemudian menyerahkan satelit LDCM kepada USGS sebagai 

pengguna data pada tanggal 30 Mei tersebut. Satelit ini kemudian dikenal sebagai 

Landsat 8. Earth Resources Observation and Science (EROS) Center menangani 

pengelolaan arsip data citra (Akbari, 2014). 
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Landsat 8 mengorbit bumi hanya dalam 99 menit untuk meliput area yang 

sama setiap 16 hari sekali. Resolusi temporal ini tidak berbeda dengan landsat versi 

landsat sebelumnya. Landsat 8 dapat disebut satelit dengan misi melanjutkan 

landsat 7, bukan satelit baru dengan spesifikasi baru. Hal ini terlihat dari 

karakteristiknya yang mirip dengan landsat 7, baik resolusinya (spasial, temporal, 

spektral), metode koreksi, ketinggian terbang dan karakteristik sensor yang dibawa. 

Hanya ada beberapa tambahan yang menjadi poin peningkatan dari landsat 7, 

seperti jumlah band, rentang spektrum gelombang elektromagnetik terendah yang 

dapat dideteksi sensor serta nilai bit (rentang nilai Digital Number) untuk setiap 

piksel citra. Seperti dipublikasikan oleh USGS, satelit landsat 8 terbang dengan 

ketinggian 705 km di atas permukaan bumi dan memiliki area scan seluas 170 km 

x 183 km (mirip dengan landsat versi sebelumnya) (Akbari, 2014). 

2.9 Interpretasi Citra 

Interpretasi adalah teknik yang digunakan untuk menghilangkan informasi 

rinci dari data input untuk menampilkan pola-pola penting atau distribusi spasial 

untuk mempermudah interpretasi dan analisis citra sehingga dari citra tersebut 

diperoleh informasi yang bermanfaat (Delarizka et al., 2016). Interpretasi citra 

bertujuan untuk mengelompokkan atau melakukan segmentasi terhadap 

kenampakkan-kenampakkan yang homogen dengan menggunakan teknik 

kuantitatif. Perbedaan tipe kenampakan menunjukkan perbedaan kombinasi dasar 

nilai digital piksel pada sifat pantulan (reflektansi) dan pancaran (emisi) spektral 

yang dimiliki. Interpretasi citra dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu interpretasi 

secara visual/manual dan interpretasi digital (Akbari, 2014). 

Berdasarkan Purwadhi (2001) dalam (Akbari, 2014), untuk dapat 

melakukan interpretasi, penafsir memerlukan unsur-unsur pengenal pada objek atau 

gejala yang terekam pada citra. Unsur-unsur pengenal ini secara individual maupun 

secara kolektif mampu membimbing penafsir ke arah pengenalan yang benar. 

Unsur-unsur ini disebut unsur-unsur klasifikasi, yang meliputi 7 (tujuh) kunci 

klasifikasi, yaitu : 

a. Rona (tone) mengacu pada kecerahan relatif objek pada citra. 
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b. Bentuk secara umum, konfigurasi, atau garis besar wujud objek secara 

individual. 

c. Ukuran (size) objek pada foto harus dipertimbangkan dalam konteks skala yang 

ada. 

d. Pola (pattern) terkait dengan susunan keruangan objek. 

e. Bayangan (shadow) sangat penting bagi penafsir karena, dapat memberikan dua 

macam efek yang berlawanan. 

f. Tekstur (texture) merupakan ukuran frekuensi perubahan rona pada gambar 

objek. 

g. Situs (site) atau letak merupakan penjelasan tentang lokasi objek relatif 

terhadap objek atau kenampakan lain yang lebih mudah untuk dikenali, dan 

dipandang dapat dijadikan data untuk identifikasi objek yang dikaji. 

2.10 Uji Akurasi 

Uji akurasi digunakan untuk mengetahui tingkat akurasi secara visual hasil 

dari klasifikasi suatu area. Keakuratan ketelitian pemetaan dilakukan dengan 

membuat matriks konfusi atau matriks kesalahan yang membandingkan kategori 

untuk setiap kategori (kelas per kelas), hubungan antara data referensi (ground 

truth) dengan data hasil klasifikasi yang mengacu pada probabilitas suatu piksel 

yang diklasifikasikan dalam kelas tertentu yang mewakili kelas tersebut di lapangan 

(Putri, 2017). 

Menurut (Pahleviannur, 2019) groundcheck dan uji akurasi merupakan 

suatu proses memvalidasi hasil analisis digital dengan pengukuran yang dilakukan 

di lapangan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk uji akurasi adalah dengan 

menggunakan matriks kesalahan. Tabel matriks kesalahan tidak hanya digunakan 

untuk memperoleh akurasi seluruh kategori, tetapi juga akurasi tiap kategori.  


